
 

 
 

 
 

 
 

BUPATI TEMANGGUNG 
PROVINSI JAWA TENGAH 

 

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG 

NOMOR 36 TAHUN 2023 

 

TENTANG 

TUGAS DAN FUNGSI INSPEKTORAT 

KABUPATEN TEMANGGUNG 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI TEMANGGUNG, 

 

Menimbang  : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Bupati Temanggung 

Nomor 90 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Bupati Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan 

Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten 

Temanggung maka Peraturan Bupati Temanggung Nomor 13 

Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten 

Temanggung sudah tidak sesuai dan perlu diganti; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 

Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Temanggung; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa 

Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 

42); 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5494); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6856); 

 

SALINAN 
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4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa 

Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6867); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 

tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

6. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten 

Temanggung Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 68) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah 

Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2022 tentang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten 

Temanggung Tahun 2022 Nomor 13, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 149); 

7. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 110 Tahun 2021 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat 

Daerah Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten 

Temanggung Tahun 2021 Nomor 110) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 90 Tahun 

2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 110 

Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata 

Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung (Berita Daerah 

Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 90); 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS DAN FUNGSI 

INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Temanggung. 
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4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.  

5. Inspektorat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas 

dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 

pembinaan dan pengawasan yang menjadi kewenangan 

Daerah. 

6. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Temanggung. 

7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah 

profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah 

dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. 

8. Jabatan Struktural adalah profesi Pegawai Negeri Sipil yang 

memiliki kedudukan dalam suatu struktur dari organisasi. 

9. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi 

fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang 

berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. 

10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga dalam 

jenjang fungsional yang terdiri dalam berbagai kelompok sesuai 

dengan keahliannya. 

11. Pembinaan adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang 

ditujukan untuk mewujudkan tercapainya tujuan 

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam kerangka Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. 

12. Pengawasan adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang 

ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

13. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya 

disingkat APIP adalah Inspektorat Jenderal Kementerian, Unit 

Pengawasan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, 

Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten/Kota. 

14. Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi 

bukti yang dilakukan secara independen, objektif dan 

profesional berdasarkan standar Audit, untuk menilai 

kebenaran keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi 

Instansi Pemerintah. 

15. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan 

untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilakukan 

sesuai dengan ketentuan standar, rencana atau norma yang 

ditetapkan. 

16. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau 

prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma 

yang telah ditetapkan dan menentukan faktor-faktor yang 

mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan 

dalam mencapai tujuan. 

17. Pemantauan/Monitoring adalah proses penilaian kemajuan 

suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan. 

18. Kegiatan Pengawasan Lainnya adalah kegiatan Pengawasan 

yang tidak memberikan penjaminan kualitas (kegiatan 

consulting), antara lain konsultansi, sosialisasi, dan asistensi. 
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19. Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu adalah pemeriksaan yang 

dilakukan dengan tujuan khusus, di luar pemeriksaan 

keuangan dan pemeriksaan kinerja. 

20. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang 

selanjutnya disingkat LHKPN adalah daftar seluruh harta 

kekayaan Penyelenggara Negara yang dituangkan di dalam 

formulir LHKPN yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan 

Korupsi. 

21. Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara yang 

selanjutnya disingkat LHKASN adalah dokumen penyampaian 

daftar harta kekayaan ASN yang dimiliki dan dikuasai sebagai 

bentuk transparansi ASN. 

22. Zona Integritas adalah predikat yang diberikan kepada Satker 

yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk 

mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah 

Birokrasi Bersih dan Melayani melalui reformasi birokrasi, 

khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan 

kualitas pelayanan publik. 

23. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang 

selanjutnya disingkat SAKIP merupakan rangkaian sistematik 

dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang 

untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, 

pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada 

instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan 

peningkatan kinerja instansi pemerintah. 

 

BAB II 

TUGAS DAN FUNGSI 

Bagian Kesatu 

Tugas 

Pasal 2 

(1) Inspektorat mempunyai tugas membantu Bupati dalam 

melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan terhadap 

pelaksanaan urusan pemerintahan di Daerah dan tugas 

pembantuan oleh Perangkat Daerah. 

(2) Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin 

oleh Inspektur. 

 

Bagian Kedua 

Fungsi 

Pasal 3 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 

ayat (1), Inspektorat mempunyai fungsi: 

a. perumusan kebijakan teknis bidang Pengawasan dan fasilitasi 

Pengawasan; 

b. pelaksanaan Pengawasan internal terhadap kinerja dan 

keuangan melalui Audit, Reviu, Evaluasi, Pemantauan, dan 

Kegiatan Pengawasan Lainnya; 
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c. penyelenggaraan Pengawasan untuk tujuan tertentu atas 

penugasan Bupati dan/atau Gubernur sebagai Wakil 

Pemerintah Pusat;  

d. penyusunan laporan hasil Pengawasan; 

e. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi; 

f. Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi; 

g. pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan 

h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

 

Pasal 4 

(1) Dalam hal terdapat potensi penyalahgunaan wewenang 

dan/atau kerugian keuangan negara/Daerah, Inspektorat 

melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 

huruf c tanpa menunggu penugasan dari Bupati dan/atau 

Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat. 

(2) Dalam hal pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 3 huruf b dan huruf c terdapat indikasi penyalahgunaan 

wewenang dan/atau kerugian keuangan negara/Daerah, 

Inspektur wajib melaporkan kepada Gubernur sebagai Wakil 

Pemerintah Pusat. 

 

Bagian Ketiga 

Inspektur 

Pasal 5 

(1) Inspektur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) 

mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi 

Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), 

Pasal 3, dan Pasal 4. 

(2) Uraian tugas Inspektur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 

Bagian Keempat 

Sekretariat 

Pasal 6 

(1) Sekretariat merupakan unsur pembantu pimpinan berada di 

bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur. 

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin 

oleh seorang Sekretaris. 

 

Pasal 7 

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) 

mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan 

kebijakan, pengoordinasian, Pemantauan, pengendalian, 

Evaluasi, pelaporan Pembinaan, dan pemberian dukungan 

administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan 

Inspektorat.  
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(2) Uraian tugas Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 

ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 

Pasal 8 

Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 7 ayat (1) mempunyai fungsi: 

a. penyiapan bahan dan data dalam rangka kegiatan dan 

pembinaan teknis fungsional di lingkungan Inspektorat; 

b. pengoordinasian, penyusunan, dan pengendalian rencana 

program dan kegiatan di lingkungan Inspektorat; 

c. penghimpunan, pengelolaan, penilaian, dan penyimpanan 

laporan hasil Pengawasan dan tindak lanjut hasil Pengawasan 

aparat pengawas fungsional Daerah; 

d. penyusunan, penginventarisasian, dan pengorganisasian data 

dalam rangka penatausahaan proses penanganan pengaduan 

masyarakat; dan 

e. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian 

intern pemerintah dan pengelolaan informasi di lingkungan 

Inspektorat. 

 

Pasal 9 

(1) Susunan organisasi sekretariat sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 6 ayat (1) terdiri atas Sub Bagian, yaitu: 

a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;  

b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan 

c. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan. 

(2) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian 

yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada 

Sekretaris. 

 

Pasal 10 

(1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a mempunyai tugas 

melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, 

koordinasi penyusunan perencanaan program dan kegiatan, 

pengelolaan keuangan, Evaluasi, dan pelaporan di lingkungan 

Inspektorat. 

(2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan, 

serta anggaran pada Sub Bagian Perencanaan dan 

Keuangan; 

b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang 

perencanaan; 

c. menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan 

teknis di bidang perencanaan dan keuangan; 

d. menyiapkan bahan dan pengoordinasian pelaksanaan 

kebijakan teknis di bidang keuangan; 
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e. menyiapkan bahan dan koordinasi penyusunan 

perencanaan program dan kegiatan di lingkungan 

Inspektorat;  

f. menyiapkan bahan dan koordinasi pengendalian program 

dan kegiatan di lingkungan Inspektorat; 

g. menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di 

bidang perencanaan;  

h. menyiapkan bahan penyusunan Perjanjian Kinerja; 

i. menyiapkan bahan pengelolaan keuangan; 

j. menyiapkan bahan pelaksanaan verifikasi dan 

pembukuan; 

k. menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di 

bidang keuangan; 

l. menyiapkan bahan Evaluasi dan pelaporan di bidang 

perencanaan dan keuangan; dan  

m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 

pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

(3) Uraian tugas Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam 

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Bupati ini. 

 

Pasal 11 

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b mempunyai tugas 

melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, 

koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, Evaluasi dan 

pelaporan di bidang umum dan kepegawaian. 

(2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan, 

serta anggaran pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 

b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang 

umum dan kepegawaian; 

c. menyiapkan bahan dan pengoordinasian pelaksanaan 

kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian; 

d. menyiapkan bahan pengelolaan ketatausahaan di 

lingkungan Inspektorat;  

e. menyiapkan bahan pengelolaan kepegawaian di 

lingkungan Inspektorat; 

f. menyiapkan bahan pengelolaan rumah tangga dan aset di 

lingkungan Inspektorat; 

g. menyiapkan bahan kerja sama dan kehumasan di 

lingkungan Inspektorat; 

h. menyiapkan bahan pengelolaan kearsipan dan 

dokumentasi di lingkungan Inspektorat; 

i. menyiapkan bahan pelaksanaan organisasi, hukum dan 

ketatalaksanaan di lingkungan Inspektorat; 
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j. menyiapkan bahan penyusunan Standar Operasional 

Prosedur, Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Evaluasi 

Jabatan, Budaya Kerja, Standar Pelayanan, Zona 

Integritas serta pengusulan formasi kebutuhan pegawai 

Inspektorat; 

k. menyiapkan bahan dan pengoordinasian 

pelaksanaan/fasilitasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan 

Reformasi Birokrasi, Survei Kepuasan Masyarakat; 

l. menyiapkan bahan Evaluasi dan pelaporan di bidang 

umum dan kepegawaian; dan 

m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 

pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

(3) Uraian tugas Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam 

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Bupati ini. 

 

Pasal 12 

(1) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c mempunyai tugas 

melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, 

koordinasi dan pelaksanaan kebijakan di bidang Evaluasi dan 

pelaporan. 

(2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan, 

serta anggaran pada Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan; 

b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang 

Evaluasi dan pelaporan; 

c. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan 

kebijakan teknis di bidang Evaluasi dan pelaporan; 

d. menyiapkan bahan pengumpulan, pendokumentasian 

tindak lanjut laporan hasil Pengawasan; 

e. mengoordinasikan Evaluasi laporan hasil Pengawasan; 

f. menyiapkan bahan pengolahan data hasil Pengawasan; 

g. menyiapkan bahan administrasi penyelesaian tindak 

lanjut pengaduan masyarakat; 

h. menyiapkan bahan Pemantauan tindak lanjut hasil 

pengaduan masyarakat yang dilimpahkan ke Daerah; 

i. menyiapkan bahan Pemantauan tindak lanjut hasil 

pemeriksaan APIP dan Badan Pemeriksa Keuangan; 

j. menyiapkan bahan penyusunan ikhtisar laporan hasil 

Pengawasan APIP; 

k. menyiapkan bahan gelar Pengawasan Daerah; 

l. menyiapkan bahan Evaluasi dan pelaporan di bidang 

Evaluasi dan pelaporan; dan 

m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 

pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 
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(3) Uraian tugas Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam 

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Bupati ini. 

 

Bagian Kelima 

Inspektur Pembantu I 

Pasal 13 

Inspektur Pembantu I mempunyai tugas Pengawasan internal 

terhadap kinerja, Evaluasi, Pemantauan dan Kegiatan Pengawasan 

Lainnya di bidang Pengawasan Pemerintahan Daerah. 

 

Pasal 14 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

13, Inspektur Pembantu I mempunyai fungsi: 

a. pelaksanaan penyusunan kebijakan Pembinaan Pengawasan 

pemerintahan Daerah; 

b. pelaksanaan Pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan 

konkuren dan tugas pembantuan; 

c. pelaksanaan Pengawasan atas perencanaan, pelaksanaan, 

pengendalian, Evaluasi, dan pertanggungjawaban atas 

pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah;  

d. pelaksanaan Pengawasan umum dan teknis atas 

penyelenggaraan pemerintahan Daerah; 

e. pelaksanaan penyusunan program kerja Pengawasan tahunan 

bidang pemerintahan Daerah; 

f. pelaksanaan Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; 

g. pelaksanaan Evaluasi atas SAKIP Perangkat Daerah; 

h. pelaksanaan Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah, verifikasi dan validasi bukti dukung Laporan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 

i. pelaksanaan Reviu Rencana Kerja, Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan 

Rencana Strategis Perangkat Daerah; 

j. pelaksanaan Evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik 

Perangkat Daerah; 

k. pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi capaian Standar 

Pelayanan Minimal pada Perangkat Daerah; 

l. pelaksanaan Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu terkait 

penyelenggaraan urusan pemerintahan di Perangkat Daerah; 

dan  

m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 

Inspektur. 

 

Bagian Keenam 

Inspektur Pembantu II 

Pasal 15 

Inspektur Pembantu II mempunyai tugas Pengawasan internal 

terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi. 
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Pasal 16 

Dalam melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

15, Inspektur Pembantu II mempunyai fungsi: 

a. pelaksanaan penyusunan kebijakan Pengawasan reformasi 

birokrasi; 

b. pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan bidang reformasi 

birokrasi; 

c. pelaksanaan penyusunan program kerja Pengawasan tahunan 

bidang reformasi birokrasi;  

d. pelaksanaan pengoordinasian pelaksanaan tugas Pembinaan 

dan Pengawasan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah 

Daerah; 

e. pelaksanaan Evaluasi reformasi birokrasi; 

f. pelaksanaan pengoordinasian, Pembinaan dan Pengawasan 

penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di 

lingkungan Pemerintah Daerah; 

g. pelaksanaan Monitoring, Evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan 

koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi; 

h. pengoordinasian kegiatan pembangunan budaya integritas; 

i. pelaksanaan pengendalian gratifikasi; 

j. pelaksanaan sosialisasi dan fasilitasi penyusunan LHKPN; 

k. pelaksanaan verifikasi LHKASN; 

l. pengoordinasian kegiatan Peningkatan Kapabilitas APIP; 

m. pelaksanaan penilaian Zona Integritas; 

n. pelaksanaan Monitoring, Evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan 

strategi nasional pencegahan korupsi; dan  

o. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 

Inspektur. 

 

Bagian Ketujuh 

Inspektur Pembantu III 

Pasal 17 

Inspektur Pembantu III mempunyai tugas pelaksanaan 

Pengawasan internal bidang akuntabilitas keuangan Daerah. 

 

Pasal 18 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

17, Inspektur Pembantu III mempunyai fungsi: 

a. pelaksanaan penyusunan kebijakan Pembinaan Pengawasan 

bidang akuntabilitas keuangan Daerah; 

b. pelaksanaan penyusunan program kerja pemeriksaan bidang 

akuntabilitas keuangan Daerah; 

c. pelaksanaan Pembinaan Pengawasan bidang akuntabilitas 

keuangan Daerah;  

d. pelaksanaan penyusunan program kerja Pengawasan tahunan 

bidang akuntabilitas keuangan Daerah; 

e. pelaksanaan pemeriksaan atas Tuntutan Perbendaharaan 

Tuntutan Ganti Rugi; 
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f. pelaksanaan Reviu Rencana Kerja dan Anggaran maupun 

Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan di lingkungan 

Pemerintah Daerah; 

g. pelaksanaan Reviu dana alokasi khusus fisik; 

h. pelaksanaan Reviu laporan keuangan Pemerintah Daerah; 

i. pelaksanaan Reviu dan Audit dana Bantuan Operasional 

Sekolah; 

j. pelaksanaan pemeriksaan belanja hibah bantuan sosial;  

k. pelaksanaan Audit pengelolaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah pada Perangkat Daerah; dan 

l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 

Inspektur. 

 

Bagian Kedelapan 

Inspektur Pembantu IV 

Pasal 19 

Inspektur Pembantu IV mempunyai tugas pelaksanaan 

Pengawasan internal bidang kinerja Perangkat Daerah. 

 

Pasal 20 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

19, Inspektur Pembantu IV mempunyai fungsi: 

a. pelaksanaan penyusunan kebijakan Pembinaan Pengawasan 

bidang Pengawasan kinerja Perangkat Daerah; 

b. pelaksanaan penyusunan program kerja pemeriksaan bidang 

Pengawasan kinerja Perangkat Daerah; 

c. pelaksanaan Pembinaan Pengawasan bidang kinerja Perangkat 

Daerah;  

d. pelaksanaan penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan 

bidang kinerja Perangkat Daerah;  

e. pelaksanaan Audit pelayanan publik Perangkat Daerah; 

f. pelaksanaan Audit kinerja Perangkat Daerah; 

g. pelaksanaan Audit kinerja Badan Usaha Milik Daerah; 

h. pelaksanaan Audit kinerja Sekolah Dasar dan Sekolah 

Menengah Pertama; 

i. pelaksanaan Audit kepatuhan unit kerja pengadaan 

barang/jasa; 

j. pelaksanaan Audit kinerja, Dana Desa/Keuangan Desa, dan 

bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa; 

k. pelaksanaan konsultansi kepada Pemerintahan Desa; 

l. pelaksanaan Audit kinerja pengelolaan aset Daerah; dan 

m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 

Inspektur. 

 

Bagian Kesembilan 

Inspektur Pembantu Khusus 

Pasal 21 

Inspektur Pembantu Khusus mempunyai tugas pelaksanaan 

Pengawasan untuk tujuan tertentu. 
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Pasal 22 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

21, Inspektur Pembantu Khusus mempunyai fungsi: 

a. pelaksanaan penyusunan kebijakan Pengawasan khusus; 

b. pelaksanaan penyusunan program kerja Pengawasan khusus; 

c. pelaksanaan Pengawasan atas aduan masyarakat; 

d. pelaksanaan Audit penghitungan kerugian keuangan 

negara/Daerah;  

e. pelaksanaan Audit atas pelanggaran disiplin ASN;  

f. pelaksanaan Audit atas pelanggaran kepatuhan pelaporan 

harta kekayaan pejabat negara dan pelaporan harta kekayaan 

ASN; 

g. pelaksanaan probity Audit;  

h. pelaksanaan Audit investigasi;  

i. pelaksanaan Audit forensik; 

j. pelaksanaan Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu terkait 

penyelenggaraan urusan pemerintahan di lingkungan 

Pemerintah Daerah;  

k. pelaksanaan tindak lanjut hasil supervisi Inspektorat Provinsi 

atas laporan indikasi penyalahgunaan wewenang dan/atau 

kerugian keuangan negara/Daerah; dan 

l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 

Inspektur. 

 

Bagian Kesepuluh 

Jabatan Fungsional 

Pasal 23 

Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan Inspektorat 

ditetapkan menurut kebutuhan yang mempunyai tugas untuk 

melakukan kegiatan sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-

masing berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

 

Pasal 24 

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga 

fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang 

keahliannya. 

(2) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. 

(3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

(4) Untuk memenuhi kebutuhan Jabatan Fungsional dapat 

dilakukan dengan pengangkatan pertama, perpindahan dan 

penyesuaian jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

(5) Pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh 

ketua Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan rumpun 

jabatan masing-masing. 

(6) Penilaian prestasi kerja Jabatan Fungsional dilaksanakan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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BAB III 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 25 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati 

Temanggung Nomor 13 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi 

Inspektorat Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten 

Temanggung Tahun 2022 Nomor 13) dicabut dan dinyatakan tidak 

berlaku. 

 

Pasal 26 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Kabupaten Temanggung. 

 

 

Ditetapkan di Temanggung 

pada tanggal 3 Juli 2023 

 

BUPATI TEMANGGUNG, 

 

ttd. 

 

M. AL KHADZIQ 

 

 

Diundangkan di Temanggung 

pada tanggal 3 Juli 2023 

 

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN TEMANGGUNG, 

 

ttd. 

 

HARY AGUNG PRABOWO 

 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2023 NOMOR 36 

 



     LAMPIRAN 

  PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG 

NOMOR 36 TAHUN 2023 

TENTANG 

TUGAS DAN FUNGSI INSPEKTORAT 

KABUPATEN TEMANGGUNG 

 

URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL  

INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG 

 

A. INSPEKTUR 

1. Tugas Jabatan: 

Inspektur mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan 

pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan 

di daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah. 

2. Rincian Tugas: 

a. merumuskan dan menetapkan rencana dan program kegiatan 

Inspektorat berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil 

evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan 

tugas; 

b. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya 

serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna 

kelancaran pelaksanaan tugas; 

c. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait 

baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan harmonisasi 

pelaksanaan tugas; 

d. merumuskan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang 

pengawasan di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

e. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan di bidang 

pengawasan sebagai bahan perumusan kebijakan teknis serta pedoman 

pelaksanaan tugas; 

f. menyelenggarakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan 

di bidang pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan agar kinerja Inspektorat mencapai target yang telah 

ditetapkan; 

g. menyelenggarakan pelayanan prima, fasilitasi, dan inovasi di bidang 

pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

guna peningkatan kualitas kerja; 

h. menetapkan Standar Operasional Prosedur dalam penyelenggaraan 

kegiatan di bidang pengawasan agar diperoleh hasil kerja yang optimal; 

i. menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan internal di bidang 

pengawasan; 

j. mengoordinasikan dan mengarahkan kegiatan pengawasan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 

k. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Inspektorat dengan cara mengukur 

pencapaian program kerja yang telah disusun; 
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l. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati baik lisan maupun 

tertulis sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi; 

m. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan sesuai ketentuan 

dalam rangka peningkatan karier, pemberian penghargaan dan sanksi; 

n. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan 

maupun tertulis agar kegiatan berjalan lancar; dan 

o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

B. SEKRETARIS 

1. Tugas Jabatan: 

Melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan 

pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di 

lingkungan Inspektorat. 

2. Rincian Tugas: 

a. menyusun rencana dan program kegiatan Sekretariat berdasarkan 

peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

b. menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan 

peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif 

dan efisien; 

c. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya 

serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna 

kelancaran pelaksanaan tugas; 

d. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik 

vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan 

serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas; 

e. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup 

tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan; 

f. menyiapkan konsep kebijakan Inspektur yang berkaitan dengan 

kegiatan perencanaan, evaluasi, pelaporan, sistem informasi, keuangan, 

administrasi umum, kepegawaian dan fungsi lain yang diberikan oleh 

Inspektur; 

g. mengoordinasikan dan menyiapkan konsep Rencana Kegiatan dan 

Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran serta perubahan anggaran 

sesuai ketentuan dan plafon anggaran yang ditetapkan; 

h. mengoordinasikan dan menyiapkan konsep Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis, Rencana Kerja, Indikator 

Kinerja Utama, Perjanjian Kinerja dan jenis dokumen perencanaan 

lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

i. mengoordinasikan dan menyiapkan konsep Laporan Keterangan 

Pertanggungjawaban Bupati (LKPJ), Laporan Kinerja Instansi 

Pemerintah (LKjIP), Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD), 

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), dan jenis pelaporan 

lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 
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j. mengelola sistem informasi dan data sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku agar diperoleh efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan; 

k. menyelenggarakan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, 

keuangan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, hukum, kehumasan, 

protokoler, perpustakaan, kearsipan, dokumentasi, kerumahtanggaan, 

pengamanan kantor, kebersihan dan pertamanan, pengelolaan aset 

tetap dan aset tidak tetap, serta fasilitasi kegiatan rapat dan 

penerimaan kunjungan tamu Inspektorat; 

l. mengoordinasikan rencana dan proses pengadaan barang dan jasa di 

lingkungan Inspektorat sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 

m. mengoordinasikan dan memfasilitasi penyusunan Standar Operasional 

Prosedur, Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Evaluasi Jabatan, 

Budaya Kerja, Standar Pelayanan, Penilaian Mandiri Pelaksanaan 

Reformasi Birokrasi, Zona Integritas, Informasi Publik, Survei Kepuasan 

Masyarakat serta pengusulan formasi kebutuhan pegawai Inspektorat; 

n. melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian fungsi-

fungsi manajemen administrasi perkantoran agar terwujud pelayanan 

prima; 

o. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan 

Sekretariat dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah 

disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut; 

p. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan sesuai ketentuan 

dalam rangka peningkatan karier, pemberian penghargaan dan sanksi; 

q. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai 

wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan; 

r. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan 

maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta 

untuk menghindari penyimpangan; dan 

s. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

C. KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN 

1. Tugas Jabatan: 

Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan 

penyusunan perencanaan program dan kegiatan, pengelolaan keuangan, 

evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan keuangan. 

2. Rincian Tugas: 

a. menyusun rencana dan program kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan 

Keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil 

evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan 

tugas; 

b. menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan 

peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif 

dan efisien; 

c. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya 

serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna 

kelancaran pelaksanaan tugas; 
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d. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik 

vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan, 

serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas; 

e. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup 

tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan; 

f. menyiapkan bahan penyusunan dokumen perencanaan Inspektorat; 

g. melaksanakan penyusunan program dan kegiatan tahunan Inspektorat; 

h. melaksanakan penyusunan Rencana Kerja Anggaran; 

i. melaksanakan koordinasi dengan masing-masing Bidang dalam rangka 

proses pencairan keuangan; 

j. melaksanakan tertib administrasi pertanggungjawaban keuangan; 

k. melaksanakan penyusunan laporan keuangan Inspektorat; 

l. melaksanakan penyusunan laporan kinerja Inspektorat; 

m. melaksanakan penyusunan laporan Inspektorat; 

n. menyiapkan bahan penyusunan Perjanjian Kinerja; 

o. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian, pelaksanaan 

program kegiatan, pengelolaan data dan informasi Inspektorat; 

p. melaksanakan pengelolaan keuangan, verifikasi, pembukuan, 

akuntansi, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan di lingkungan 

Inspektorat; 

q. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan 

kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; 

r. memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas 

bawahan. 

s. memberikan saran/pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan 

masukan; 

t. melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan 

tugas/kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan 

u. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

D. KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN 

1. Tugas Jabatan: 

Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan 

pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan 

kepegawaian. 

2. Rincian Tugas: 

a. menyusun rencana dan program kegiatan Sub Bagian Umum dan 

Kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil 

evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan 

tugas; 

b. menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan 

peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif 

dan efisien; 
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c. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya 

serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna 

kelancaran pelaksanaan tugas; 

d. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik 

vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan, 

serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas; 

e. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup 

tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan; 

f. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis, petunjuk 

pelaksanaan, dan naskah dinas sesuai lingkup tugasnya guna 

mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan; 

g. melaksanakan layanan kegiatan surat menyurat, perlengkapan, 

ketatalaksanaan, kehumasan, dokumentasi, perpustakaan, kearsipan, 

serta pengelolaan aset tetap dan aset tidak tetap;  

h. memfasilitasi penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja, 

evaluasi jabatan, budaya kerja, survei kepuasan masyarakat, standar 

pelayanan serta pengusulan formasi kebutuhan pegawai Dinas sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan; 

i. merencanakan, memproses dan melaporkan pengadaan barang dan jasa 

untuk keperluan dinas serta mengusulkan penghapusan aset tetap, 

aset tidak berwujud dan barang persediaan sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan;  

j. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja yang melaksanakan fungsi 

layanan pengadaan dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Daerah 

dalam rangka pengadaan barang dan jasa Dinas sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan; 

k. melaksanakan penatausahaan, inventarisasi, dan pelaporan aset 

semesteran dan tahunan untuk tertib administrasi serta melakukan 

pengawasan, pengendalian, pemeliharaan aset tetap dan aset tidak 

tetap agar dapat digunakan optimal;  

l. menyiapkan bahan dan menyusun laporan bidang kepegawaian secara 

rutin dan berkala serta memelihara file/dokumen kepegawaian seluruh 

pegawai Inspektorat guna terciptanya tertib administrasi kepegawaian; 

m. menyiapkan bahan dan memproses usulan kenaikan pangkat, mutasi, 

gaji berkala, pemberhentian/pensiun, pembuatan kartu suami/isteri, 

tabungan asuransi pensiun, pengiriman peserta pendidikan dan 

pelatihan/bimbingan teknis, dan urusan kepegawaian lainnya;  

n. melaksanakan urusan rumah tangga serta menyiapkan sarana, 

akomodasi, dan protokoler dalam kegiatan rapat-rapat maupun 

penerimaan kunjungan tamu dinas; 

o. mengoordinasikan kegiatan pengamanan kantor, kebersihan, dan 

pertamanan agar tercipta lingkungan kantor yang tertib, bersih, aman 

dan nyaman; 

p. menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar Operasional 

Prosedur kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 
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q. menyiapkan bahan penyusunan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, 

Evaluasi Jabatan, Standar Operasional Prosedur, Zona Integritas, 

budaya kerja, serta pengusulan formasi kebutuhan pegawai; 

r. menyiapkan bahan dan pengoordinasian pelaksanaan/fasilitasi 

Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Survei Kepuasan 

Masyarakat, Standar Pelayanan; 

s. melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan Sub Bagian Umum 

dan Kepegawaian dengan cara mengukur pencapaian program kerja 

yang telah disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut; 

t. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan sesuai ketentuan 

dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi; 

u. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai 

wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan; 

v. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan 

maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta 

untuk menghindari penyimpangan; dan 

w. melaksanakan tugas lain dari pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi 

unit kerjanya. 

 

E. KEPALA SUB BAGIAN EVALUASI DAN PELAPORAN 

1. Tugas Jabatan: 

Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan 

pelaksanaan kebijakan di bidang evaluasi dan pelaporan. 

2. Rincian Tugas: 

a. menyusun rencana dan program kegiatan Sub Bagian Evaluasi dan 

Pelaporan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil 

evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan 

tugas; 

b. menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan 

peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif 

dan efisien; 

c. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya 

serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna 

kelancaran pelaksanaan tugas; 

d. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik 

vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan, 

serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas; 

e. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup 

tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan; 

f. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran 

di bidang evaluasi dan pelaporan; 

g. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang evaluasi dan 

pelaporan; 

h. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di 

bidang evaluasi dan pelaporan; 
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i. menyiapkan bahan pengumpulan, pendokumentasian tindak lanjut 

laporan hasil pengawasan; 

j. mengoordinasikan evaluasi laporan hasil pengawasan; 

k. menyiapkan bahan pengolahan data hasil pengawasan; 

l. menyiapkan bahan administrasi penyelesaian tindak lanjut pengaduan 

masyarakat; 

m. menyiapkan bahan pemantauan tindak lanjut hasil pengaduan 

masyarakat yang dilimpahkan ke Kabupaten; 

n. menyiapkan bahan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP 

dan Badan Pemeriksa Keuangan; 

o. menyiapkan bahan penyusunan ikhtisar laporan hasil pengawasan 

APIP; 

p. menyiapkan bahan gelar pengawasan daerah; 

q. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang evaluasi dan 

pelaporan;  

r. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan sesuai ketentuan 

dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi; 

s. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai 

wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan; 

t. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan 

maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta 

untuk menghindari penyimpangan; dan 

u. melaksanakan tugas lain dari pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi 

unit kerjanya. 

 

 

 

BUPATI TEMANGGUNG, 

 

ttd. 

 

M. AL KHADZIQ 

 


